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ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN 
TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh

MATHYAS ADINATA 
NIM. 02061001061

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap 
peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama. 
Kemudian kejahatan terorisme merupakan kejahatan dengan kekerasan (violence), sebab 
dalam aksinya berpotensi menimbulkan korban dan kerugian materi. Sebagai respon awal 
pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang 
kemudian diperkuat menjadi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintahan No. I Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Tak hanya 
itu pemerintah melalui POLRI juga membentuk satuan anti teror yang disebut dengan 
Densus 88 dan peningkatan kerja TNI untuk melakukan langkah pemberantasan para pelaku 
terorisme. Namun hal itu belum dirasakan cukup memuaskan, karena sulitnya untuk 
mengetahui jaringan para pelaku terorisme. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari 
seluruh elemen bangsa terutama masyarakat untuk berupaya melakukan pencegahan tindak 
pidana terorisme.

Kata kunci: Terorisme, Teroris, Masyarakat, Peran Serta Masyarakat.
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ABSTRAC

SOCIETY PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION OF TERORISM

BY

MATHYAS ADINATA

NIM.02061001061
t

Terorism is a crime againts humanity and civilization that being a threat for the 
nation and an enemy for all the religions. Crime of terorism is violence crime, it because in 
that action have a potential causing the victim and material lossed. For the first response, 
Indonesia govemment has issued about the subtitute forgovemment regulation laws in 
number 1 of2002 about eradication of terorism, which have strengthened by being the law 

* number 15 of 2003 about government regulation stipulating number 1 of2002 becoming a 
law.Not only that, government through POLRI also form an Anti Terror Unit called Densus 
88 and improving TNI’s quality of work to make an eradication step for terrorist. But, it ’s not 
enough well, caused the difficulty in knowing the terrorist network. So, it needs the 
cooperation from all elements of the nation, especially the society as a step to prevent the 
terorist movements

Key : terrorism, terrorist, society, society participation.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari 

agama. Oleh sebab itu, perang melawan terorisme menjadi komitmen semua 

negara dan semua agama di dunia. Terorisme dalam perkembangannya telah 

membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok 

terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme keijasama satu 

sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur 

pendukung (support infrasructure). Organisasi kelompok teroris umumnya terdiri dari 

ketua atau pimpinan, kader aktif, pendukung pasif, dan simpatisan dalam 

masyarakat.1

semua

Terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah 

ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya 

bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka low 

intens ity conflict, pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu 

negara. Akan tetapi, dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan 

dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara serta tidak lagi 

Prayitno Ramelan, “Intelijen Bertawaf PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
2009, hlm. 180.
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dikategorikan sebagai low intensity conflict. Kini terorisme tidak lagi hanya 

menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal 

kemunculannya tetapi merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi 

kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya 

kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai 

salah satu dari delapan trans national crimes?

Terorisme merupakan sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme 

seringkah melibatkan beberapa negara di dunia. Harus dipahami bahwa terorisme 

sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional. 

Terorisme menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center 

(WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal 

sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan 

melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat 

komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar 

Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua 

diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan 

gedung Pentagon.3

rasa

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan 

Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal lebih dari itu, yang menjadi 

korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria,

2 Moch. Faisal Salam, “Motivasi Tindakan Terorisme”, Mandar Maju, Bandung , 2005,

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, diakses pada tanggal 9 Maret 2010.
hlm. 1.

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme


3

wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun 

berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang 

Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim Piatu Twin Towers, diperkirakan 

1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, 

termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang 

jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania.4

Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade 

Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang 

mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan 

kemakmuran ekonomi dunia. Disana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu 

terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja 

menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Kejadian ini merupakan isu global yang 

mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi 

titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional.3 

Terlebih lagi setelah pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush 

mengeluarkan pernyataan resmi bahwa “Tidak ada zona netral dalam hal ini, anda 

bersama Amerika atau teroris”.6

terencana.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Haitsam Al-Kailani, “Siapa Teroris Dunia”, CV. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2001,

hlm.ix.
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4

Mengacu pada aksi terorisme dalam Tragedi World Trade Centre (WTC) di 

New York, Amerika Serikat 11 September 2001 dapat dirasakan pengaruh terorisme

secara global yakni :7

1. Pengaruh pada ideologi.

Kaum fanatis/ radikal agama Islam dituduh bertanggung jawab terhadap 

serangan gedung kembar WTC. Osama bin Laden beserta organisasi 

Qaeda dituduh sebagai kelompok yang antikapitalisme barat, berhasil 

meyakinkan dunia internasional tentang keberadaan organisasinya dengan 

tujuannya menghancurkan Amerika sebagai simbol kapitalisme negeri barat.

2. Pengaruh pada agama.

Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh tragedi WTC ‘'Islam' sebagai 

agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan terorisme yang 

berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia 

disinyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al-Qaeda.

Al-

3. Pengaruh pada politik.

Tanggapan pemerintah Amerika terhadap Tragedi WTC, sudah sangat jelas 

bahwa jaringan teroris Osama bin Laden bersama organisasi Al Qaeda adalah 

musuh utama mereka, dan lewat seruan politiknya mereka minta dukungan 

dari negara lain yang mengental menjadi bentuk : berdiri bersama Amerika 

atau menjadi lawan. Pasca tragedi WTC, tidak hanya berdampak negatif

7 http://www.opensubscriber.eom/message/ppiindia@yahoogroups.com/2929706.htral,
diakses pada tanggal 9 Maret 2010.

http://www.opensubscriber.eom/message/ppiindia@yahoogroups.com/2929706.htral
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5

terhadap negara kita, tetapi ada pula dampak positifaya, bahwa dalam 

nangani masalah terorisme tidak bisa dilakukan secara sendirian, tapi butuh 

keijasama dengan negara-negara lain. Pemerintah Amerika mulai membuka 

kran-kran bantuan luar negerinya terhadap Indonesia, karena Amerika butuh 

keija sama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme.

4. Pengaruh pada segi ekonomi.

Kegiatan terorisme dalam bentuk pembajakan pesawat memang sudah sering 

terjadi, tetapi tragedi WTC benar-benar melahirkan semacam trauma 

berpergian dengan pesawat terbang bagi sebagian kalangan masyarakat, tidak 

hanya di Amerika, tetapi juga dibelahan dunia yang lain yang berakibat 

puluhan maskapai penerbangan mengalami kerugian bahkan sampai terjadi 

penutupan perusahaan penerbangan tersebut.

5. Pengaruh pada bidang hankam.

Terorisme dianggap musuh oleh semua negara. Amerika membentuk aliansi 

bersenjata untuk memburu Osama bin Laden dan organisasi Al-Qaeda. 

Aliansi yang dibentuk tersebut akhirnya menyerbu Afghanistan dan 

menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban.

Dari uraian di atas, nyata bahwa pengaruh aksi terorisme melampaui batas 

wilayah domestik suatu negara karena memang terorisme tidak mengenal batas 

wilayah baik itu aksi maupun dampak yang ditimbulkan.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain 

ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau

me

merasa



6

suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang 

dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai 

senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu 

menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan 

memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. 

Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru 

dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang 

ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat 

perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war.

Teror, teroris atau terorisme adalah rangkaian kata yang saat ini menjadi 

momok yang sangat menakutkan, tak terkecuali bagi pemerintah Indonesia.9 Teror 

memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau 

kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir 

dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud 

serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda 

sejarah kebiadaban manusia.10Aktivitasnya tidak hanya terkait dengan perlawanan 

suatu kelompok terhadap negara untuk memperjuangkan kepentingan politik dan 

ideologi tertentu, tetapi berkembang jauh yang tidak hanya bersinggungan dengan

serta

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, Op cit.
Tri Poetranto, Terorisme..., Bagaimana Mengatasinya ?, http://buletinlitbang.dephan.go.id 

/index.asp?mnorutisi=6&vnomor= 17, diakses pada tanggal 9 Maret 2010.
Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, "Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, 

HAM, dan Hukum ”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme
http://buletinlitbang.dephan.go.id
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ranah politik, tetapi telah menjangkau kedalam ranah yang lebih luas yaitu ekonomi, 

sosial budaya maupun agama.11

Terorisme memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, terutama jika 

dipublikasikan secara ekstrim ^oleh media cetak atau elektronik. Aksi kerusuhan 

tertentu sangat menarik dalam penayangan televisi. Apabila dengan siaran langsung 

dari tempat kejadian, jutaan pemirsa ikut mendengarkan, bahkan melihat teroris 

mengajukan tuntutan atau bereaksi. Aksi teroris modem berbeda dengan masa lalu, 

banyak masyarakat tak berdosa ikut menjadi korban. Aksi teroris selalu mengikuti 

perubahan zaman. Beberapa negara di dunia menyatakan diri perang melawan 

terorisme, tetapi terorisme tetap hidup dan ancamannya semakin menakutkan.

Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para teroris terus membayang di bumi 

Indonesia. Pembunuhan dan perampokan yang terkadang dibungkus dengan ideologi 

itu terus bertumbuh, sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi yang sedang beijalan 

ini. Beragam bentuk dilakukan oleh para pelaku teror dengan mengatasnamakan 

agama. Mulai dari yang sekadar mengecam orang di luar kelompoknya sebagai kafir 

sampai melakukan perampokan dan pembunuhan12.

Di dalam melakukan aksi terornya, tak jarang aksi teror yang dilakukan oleh 

para teroris tersebut dilakukan dengan menggunakan bom yang berdaya ledak tinggi 

seperti TNT, C-4 dan Semtek.13 Terlebih lagi dengan teijadinya Tragedi Bom di Sari

11 Tri Poetranto, Op cit.
12 Bambang Abimanyu, “Teror Bom Di Indonesia”, Grafindo, Jakarta Selatan , 2005, hlm. 19. 

Wawan H. Purwanto, "Terorisme Ancaman Tiada Akhir”, Grafindo Khazanah Ilmu,
Jakarta, 2004, hlm. 28.
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No. 16 Tahun 2003, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2004. Pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi saat itu adalah bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberlakuan 

undang-undang secara retroaktif atau berlaku surut. Namun putusan Mahkamah 

Konstitusi ini, tidak membatalkan pelaksanaan vonis hukum bagi terpidana Bom Bali

I.18

Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan 

dukungan kongkrit dalam upaya pengungkapan para pelaku teror dan mengajukan 

para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya. Dengan 

tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas, dimana 

teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul 

kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita 

untuk melakukan sinergi dan upaya secara komperhensif dengan pendekatan multi- 

agency, multi-intemasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu 

strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme

Terorisme merupakan gerakan laten yang sewaktu-waktu bisa hilang dan 

muncul tiba-tiba. Pelaku terorisme seringkali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an untuk 

menjustifikasi aksi-aksinya melalui pemahaman bahwa tindakan teroris merupakan 

jihad dan pelakunya akan mendapatkan gelar syahid dan masuk surga. Sehingga 

secara epistemologis tidak jarang nilai kebenaran diambil dari kaidah-kaidah 

yang ditafsirkan dan dimanipulasikan melalui ungkapan bahasa dengan tindakan yang 

18 Petrus Reinhard Golose, Loc cit.

agama,
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Club dan Peddy’s Club Kuta Legian Bali tanggal 12 Oktober 2002, adalah teror yang 

layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror 

yang ada.14 Dari tragedi tersebut menimbulkan korban sipil yang menewaskan 184

orang dan melukai lebih dari 300 orang-15

Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 tersebut (Bom Bali I), 

merupakan momentum besar bagi Bangsa Indonesia untuk memerangi aksi terorisme. 

Pemerintah mengambil langkah responsif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2002, 

Perpu ini mengatur mengenai pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002, bagi pelaku 

bom Bali 12 Oktober 2002.16 Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah 

extraordinary crime. Derajat keluarbiasaan ini pula yang menjadi salah satu alasan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.17

Setahun kemudian Perpu No. 1 Tahun 2002, diperkuat menjadi ketentuan 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan No. 

1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Sedangkan Perpu No. 2 Tahun 2002 

dikuatkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2003. Akan tetapi, Undang-Undang

14 Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Op cit, hlm. 2.
15 http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, Op cit.
16 Petrus Reinhard Golose, “Deradikalisasi Terorisme ”, YPKIK, Jakarta Selatan, 2009,

17 Soeharto, “Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3.

hlm. 33.

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme
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No. 16 Tahun 2003, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2004. Pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi saat itu adalah bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberlakuan 

undang-undang secara retroaktif atau berlaku surut. Namun putusan Mahkamah 

Konstitusi ini, tidak membatalkan pelaksanaan vonis hukum bagi terpidana Bom Bali

I.18

Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan 

dukungan kongkrit dalam upaya pengungkapan para pelaku teror dan mengajukan 

para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya. Dengan 

tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas, dimana 

teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul 

kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita 

untuk melakukan sinergi dan upaya secara komperhensif dengan pendekatan multi- 

agency, multi-intemasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu 

strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme

Terorisme merupakan gerakan laten yang sewaktu-waktu bisa hilang dan 

muncul tiba-tiba. Pelaku terorisme seringkali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an untuk 

menjustifikasi aksi-aksinya melalui pemahaman bahwa tindakan teroris merupakan 

jihad dan pelakunya akan mendapatkan gelar syahid dan masuk surga. Sehingga 

secara epistemologis tidak jarang nilai kebenaran diambil dari kaidah-kaidah 

yang ditafsirkan dan dimanipulasikan melalui ungkapan bahasa dengan tindakan yang 

18 Petrus Reinhard Golose, Loc cit.

agama,
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sangat radikal, revolusioner, dan dramatis. Hal tersebut membuat terorisme secara
19

universal merupakan suatu aksi, yang tidak dapat diterima dan perspektif apapun. 

Di sisi lain, umat Islam juga menganggap bahwa perbuatan terorisme justru 

bertentangan dengan ajaran agama yang menekankanspenyelesaian masalah dengan 

damai dan menghindari kekerasan. Hal tersebut menunjukkan pengaruh 

ideologi agama yang melatarbelakangi aksi terorisme, yang dipicu oleh faktor 

ketidakadilan global, pesona syahid dan munculnya sosok seperti Noordin M. Top, 

serta sikap represif penguasa dan hegemoni barat.20

Rangkaian tindakan terorisme di Indonesia telah menimbulkan kerugian 

yang cukup besar baik jiwa maupun harta. Mengungkap dan mendeteksi secara dini 

aksi teroris yang memiliki jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum 

dapat dijangkau secara keseluruhan oleh lembaga dan aparat pemerintah di Indonesia. 

Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi momok yang 

paling menakutkan karena dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yaitu 

merusak mental, melemahkan semangat dan daya juang masyarakat dan dalam jangka 

panjang akan dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahwa tidak 

ada satupun negara yang kebal terhadap teroris dan menurut komunitas internasional, 

Indonesia merupakan soft target (sasaran empuk), sehingga suka atau tidak suka

cara-cara

A.M. Hendropriyono, "Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam ”, PT. Kompas 
Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

http://www.komisikepolisianmdonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id= 1616, diakses 
tanggal 9 Maret 2010.

http://www.komisikepolisianmdonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=
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setiap negara perlu bersiap sebaik mungkin, baik dari aspek politik, hukum,

• 21administrasi (arti luas) dan operasional.

Dalam mengatasi permasalahan terorisme berbagai upaya dilakukan 

lembaga pemerintah untuk mempersempit ruang gerak s serta mencegah dan

anti teroi baikmenanggulangi gerakan terorisme dengan membentuk satuan-satuan 

dari TNI, POLRI maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini

dirasa masih belum mampu untuk mengatasinya.22 Oleh karena itu, peran serta dari 

masyarakat sangat diperlukan dalam membantu pemerintah untuk melakukan upaya 

pencegahan tindak pidana terorisme.

Sebuah masyarakat ialah sebuah rangkaian hubungan antara orang-orang 

yang terdiri dari segolongan orang yang membentukkan sistem separuh tertutup 

dengan berkongsi kebudayaan, adat, nilai-nilai, undang-undang dan sebagainya. 

Kebayakan interaksi adalah di antara individu-individu dalam golongan. Sedangkan

ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia itu menjadi suatu mayarakat adalah 

pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas 

kesatuan itu 24 Secara tidak resmi, makna “masyarakat” ialah segolongan orang yang 

terhimpun dalam jumlah besar dan yang tinggal bersama-sama di sebuah komuniti 

yang teratur.25 Dari komuniti yang teratur tersebut, diharapkan masyarakat sebagai

21 Tri Poetranto, Op cit.
22 Ibid.

http://ms.wikipedia.Org/wiki/Kategori:Masyarakat, diakses pada tanggal 7 Mei 2010.
^ Koentjaraningrat, ‘ Pengantar Ilmu Antropologi", Aksara Baru, Jakarta, 1989, hlm. 145. 

http://ms.wikipedia.Org/wiki/Kategori:Masyarakat, Op cit.

r

http://ms.wikipedia.Org/wiki/Kategori:Masyarakat
http://ms.wikipedia.Org/wiki/Kategori:Masyarakat
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media antisipasi awal terjadinya tindak pidana terorisme dalam rangka menjaga 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan tulisan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

dan terperinci lagi permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah 

dipahami, maka untuk itu penulis menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul 

“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK

PIDANA TERORISME”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, didapatlah perumusan

masalah dalam penulisan skripsi ini adalah

Bagaimanakah peran serta masyarakat di Kota Palembang dalam upaya pencegahan

tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini 

adalah untuk memberikan gambaran tentang peran serta masyarakat dalam upaya 

pencegahan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis

maupun praktis.
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1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai peran serta masyarakat 

dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, s

2. Secara Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka 

mengembangkan ilmu hukum dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi 

aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan tindak

pidana terorisme.

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memadai 

penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang

didukung dengan penelitian hukum normatif.26 Dalam hal ini penelitian 

dilakukan dengan cara mengkaji begaimana peran serta masyarakat dalam 

membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum ” dalam buku Materi Pendidikan 
dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) No. XIV (Revisi), Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Sriwijaya, 2009, hlm.266-267.

r
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2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data

terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer sebagai data

utama sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer diperolehs

dari hasil penelitian di lapangan melalui masyarakat dan data sekunder

• 27diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup :

- Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana; dan

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

mencangkup :

Asas-asas hukum;

Yurisprudensi;

Doktrin.

27 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51.

I
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c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap atau

penunjang dalam penelitian ini mencangkup :

Buku-buku literatur;

Majalah;

j®Kamus Hukum;
■u o*

\ UJArtikel Hukum;

Jurnal-jurnal Hukum;

Internet;

dan sebagainya.

3. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kota Palembang, 

karena di kota Palembang penulis menemukan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan yaitu untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara kepada sampel yang diteliti;

b. Studi Pustaka yaitu mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum 

yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, peneliti kemudian mengklasifikasikan 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut dianalisis dengan metode kualitatif 

sistematis yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan

dan



16

permasalahan dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang tujuannya digunakan

untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
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